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Gubernur Jawa Barat 
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NOMOR  39 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2012 

TENTANG PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyaluran cadangan pangan 
masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan 
pangan pasca bencana dan keadaan darurat, telah dialokasikan 
cadangan pangan pokok hasil penyediaan pada tahun anggaran 
2009 yang belum tersalurkan, berdasarkan Peraturan Gubernur 
Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012; 

b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemanfaatan dan 
penyaluran cadangan pangan pokok Daerah sebagaimana 
dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan perubahan 
atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah, yang 
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Provinsi   Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia  tanggal  4 
Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus  Ibukota Jakarta sebagai 
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2000 tentang  Pembentukan Provinsi Banten  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4254); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, 
Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4424); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah  
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4737); 

11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 
Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan 
Cadangan Beras Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47); 

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 95 Tahun 2009 tentang 
Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pokok di Jawa Barat Tahun 
2009 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 118 
Seri E); 
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16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang 
Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah (Berita Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E); 

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun  2008 tentang  Kebijakan Perberasan; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN    GUBERNUR      TENTANG       PERUBAHAN      ATAS   
                            PERATURAN   GUBERNUR  JAWA BARAT  NOMOR 10 TAHUN 1012 
                           TENTANG PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH. 
 

Pasal I 

Menambah ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 

Tahun 2012 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah 

(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E), 

setelah ketentuan Pasal 5 ditambah Pasal 5a, sebagai berikut : 

Pasal 5a  

Besaran alokasi cadangan pangan Daerah dari Kegiatan Fasilitasi 

Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk tahun 

berikutnya, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. 

 

        Ditetapkan di Bandung 

        pada tanggal 31 Juli 2012 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

ttd 

 

AHMAD HERYAWAN 

 

Diundangkan di Bandung  

pada tanggal 2 Agustus 2012 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

               JAWA BARAT, 

 ttd 

 

Dr.  Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE 
                   Pembina Utama 
        NIP. 19521019 197811 1 001 
 
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 39 SERI E 


